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Abstract . This study aims to examine the behavior of taxpayers towards 

taxpayer compliance by mediating the intention to use e-filing in Indonesia, 

especially in East Kalimantan. The data source in this study is premier data by 

conducting a survey of individual taxpayer respondents who have used the e-

filling facility from 2015 and filled out the questionnaire provided. Before 

giving the questionnaire this study used the validity and reability test for each 

question in the questionnaire. The results of this study indicate that the 

intention to use e-filling has a significant influence on taxpayer compliance in 

2017 
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PENDAHULUAN 

Kepatuhan wajib pajak merupakan faktor 

utama untuk menentukan jumlah realisasi  

penerimaan  pajak  yang  dapat  

dikumpulkan  oleh  Direktorat  Jendral  

Pajak (DJP). Namun, pada kenyataannya 

tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia 

masih terbilang  rendah.  Cerminan  

rendahnya  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak  

di  Indonesia antara lain dapat ditunjukkan 

melalui jumlah wajib pajak yang terdaftar, 

tingkat pengembalian SPT, tax ratio, dan tax 

gap. 

Rasio pajak (tax ratio) adalah 

perbandingan nilai penerimaan pajak 

nasional terhadap nilai gross domestic 

product (GDP) atau produk domestik bruto 

(PDB). Rasio pajak Indonesia tahun 2014 

mencapai angka 12,4%, masih lebih rendah 

dibandingkan negara-negara ASEAN lain, 

bahkan dibandingkan dengan target UU 

Propenas tahun 2000 sebesar 16% (Firdaus, 

2015). Faktor yang menyebabkan rendahnya 

tax ratio menurut Zainie (2001) adalah 

karena adanya perbedaan kepentingan antara 

otoritas pajak dan wajib pajak. Otoritas 

pajak memiliki kepentingan untuk 

mengumpulkan pajak semaksimal mungkin, 

sedangkan sebaliknya wajib pajak memiliki 

kepentingan untuk membayar pajak 

seminimal mungkin. Sehingga wajib pajak 

akan melakukan berbagai upaya untuk 

melakukan penghindaran atas beban pajak 

yang terlalu besar. Selain itu, diungkapkan 

pula bahwa rendahnya transparasi pelaporan 



peredaran usaha, harta dan penghasilan 

wajib pajak, dan belum maksimalnya tingkat 

efisiensi administrasi perpajakan juga 

menjadi faktor rendahnya rasio pajak di 

Indonesia. 

OECD (2015) menyebutkan bahwa 

sistem pajak dapat memengaruhi 

penghidupan penduduk miskin dimana pajak 

penghasilan orang pribadi yang progresif 

dapat membawa dampak baik langsung 

maupun tidak langsung. Fakta di Indonesia, 

penerimaan pajak penghasilan sebagian 

besar berasal dari badan usaha, berbeda 

dengan di  negara  maju  seperti  Amerika  

Serikat  dimana  hampir  separuh  pajak  

penghasilan berasal dari orang pribadi 

(Bappenas, 2011). Data DJP menunjukkan 

bahwa sekitar 44 juta orang dianggap layak 

membayar pajak dari 238 juta penduduk 

Indonesia, namun hanya  8  juta  orang  yang  

memenuhi  kewajiban  perpajakannya  

(Tresno,  Pahala  dan Rizky, 2013). Bahkan 

yang marak menjadi kontroversi pada tahun 

2016 ini yaitu DJP melakukan program 

stimulan untuk meningkatkan perolehan 

pajak berupa tax amnesty. Fenomena 

tersebut dapat dianggap menggambarkan 

tingkat kepatuhan pajak pada orang pribadi 

masih tergolong rendah. 

Untuk meningkatkan kepatuhan 

wajib pajak, pemerintah dan DJP (Direktorat 

Jendral Pajak) menerapkan berbagai 

kebijakan di bidang perpajakan sebagaimana 

tertuang dalam Nota RAPBN 2015. 

Pemerintah juga melakukan kebijakan yang 

bertujuan untuk menyempurnakan sistem 

administrasi perpajakan untuk memudahkan 

wajib pajak dan meningkatkan kepatuhan 

pajak, antara lain dengan mengembangkan 

sistem administrasi berbasis IT seperti e-

filing untuk SPT PPh dan e-faktur untuk 

PPN (Poesoro, 2014). Modernisasi pada 

administrasi perpajakan akan mempermudah 

wajib pajak dalam membayar dan melapor 

pajak. 

Kepatuhan wajib pajak tercermin 

dari perilaku wajib pajak atau individu 

dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. 

Secara teoritis perilaku yang dimunculkan 

oleh individu timbul karena adanya niat 

untuk berperilaku yang ditentukan oleh 3 

faktor penentu, yaitu behavioral beliefs, 

normative beliefs, dan control beliefs. Teori 

ini dikemukakan oleh Ajzen (2002), yang 

dikenal dengan Theory of Planned Behavior 

(TPB). Penelitian mengenai kepatuhan wajib 

pajak yang telah dilakukan oleh beberapa 

peneliti diantaranya menggunakan kerangka 

model Theory of Planned Behavior (TPB) 

untuk menjelaskan perilaku kepatuhan pajak 

Wajib Pajak. Model TPB memberikan 

penjelasan yang signifikan bahwa perilaku 



tidak patuh (noncompliance) wajib pajak 

sangat dipengaruhi oleh variabel sikap, 

norma subyektif, dan kontrol keperilakuan 

yang dipersepsikan. 

Selanjutnya kepatuhan wajib pajak 

juga dipengaruhi oleh aspek kompleksitas 

yang merupakan faktor eksternal yang dapat 

mempengaruhi baik secara positif maupun 

negatif. Devos (2012) dan Sari (2009) 

berpendapat bahwa kompleksitas dari sistem 

dan peraturan perpajakan harus dikurangi 

agar dapat meningkatkan kepatuhan wajib 

pajak serta mengurangi penggelapan pajak. 

Sementara itu, Westat (1980) dan IRS 

(1976) menyatakan bahwa kompleksitas 

berpengaruh positif dengan kepatuhan wajib 

pajak karena kompleksitas menciptakan 

suatu ketidakpastian sehingga wajib pajak 

akan berusaha untuk menyelesaikannya 

dengan meningkatkan kepatuhan mereka. 

Selain faktor eksternal tersebut, 

terdapat pula faktor internal yakni 

pengetahuan wajib pajak yang dapat 

memengaruhi kepatuhan wajib pajak. 

Fischer, Wartick dan Mark (1992) 

menunjukkan bahwa pengetahuan  

perpajakan  memengaruhi  kepatuhan wajib 

pajak. Namun hasil penelitian Chan, 

Troutman dan O’Bryan (2000) menunjukkan 

bahwa pengetahuan perpajakan tidak 

memengaruhi kepatuhan pajak wajib pajak 

dan keadilan sistem pajak memengaruhi 

kepatuhan pajak wajib pajak. Di Indonesia, 

hasil penelitian Rapina dan Carolina (2011) 

menunjukkan bahwa pengetahuan 

perpajakan tidak mempengaruhi kepatuhan 

perpajakan wajib pajak yang terdaftar di 

KPP Madya Bandung. 

Dengan mendasarkan pada fenomena 

ketidakpatuhan wajib pajak dan 

ketidakkonsistenan hasil penelitian di atas, 

penelitian ini mencoba untuk menguji secara 

empiris model kepatuhan perpajakan 

menggunakan variabel kompleksitas 

administrasi perpajakan, pengetahuan pajak, 

dan kepuasan dengan berfokus pada 

kepatuhan wajib pajak orang pribadi 

berprofesi sebagai akuntan di Kalimantan 

Timur. 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

Kepatuhan Wajib Pajak 

Harinurdin (2009) menyatakan 

wajib pajak yang patuh berarti wajib pajak 

tersebut telah sadar   pajak,   yaitu   

memahami   akan   hak   dan   kewajiban   

perpajakannya   serta melaksanakan hak 

dan kewajiban perpajakan dengan benar. 

Jadi, kepatuhan wajib pajak adalah 

perilaku wajib pajak yang menjalankan 

hak dan kewajibannya sesuai dengan 



peraturan perpajakan yang berlaku di 

Indonesia. 

Tingkat kepatuhan wajib pajak 

dalam memenuhi kepatuhan 

perpajakannya diharapkan akan semakin 

tinggi dengan semakin tingginya 

kebenaran menghitung dan 

memperhitungkan, ketepatan menyetor, 

serta mengisi dan melaporkan surat 

pemberitahuan (SPT) wajib pajak kepada 

kantor pajak terdekat. Menurut Mardiasmo 

(2009:29), kewajiban wajib pajak meliputi 

: 

a. Mempunyai nomor pokok wajib pajak 

(NPWP) sebagai identitas diri wajib 

pajak yang akan membantu wajib pajak 

dalam menjalankan kewajiban 

perpajakannya dan mempermudah 

otoritas pajak dalam rangka pengawasan 

administrasi perpajakan. 

b. Menghitung dan membayar pajak sendiri 

dengan benar 

c. Mengisi dengan benar surat 

pemberitahuan (SPT) dan melaporkan 

SPT tersebut ke kantor pelayanan pajak 

dalam batas waktu yang telah ditentukan 

d. Menyelenggarakan pembukuan pencatatan 

yang sesuai dengan peraturan pajak 

e. Memberikan  kemudahan  kepada  

petugas  pajak  (fiskus)  apabila  petugas  

pajak melakukan pemeriksaan, misalnya 

memperlihatkan pembukuan, transaksi, 

dokumen- dokumen, dan memberikan 

keterangan yang dibutuhkan. 

 

Teori Perilaku Terencana (Theory of 

Planned Behavior) 

Teori perilaku terencana menyatakan 

bahwa munculnya perilaku ditentukan 

oleh niat perilaku individu. Hal ini 

dikarenakan niat berperilaku merupakan 

motivasi yang memengaruhi perilaku 

individu. Niat berperilaku 

mengindikasikan seberapa besar keinginan 

seseorang untuk mencoba atau 

menyusun suatu rencana. Niat 

berperilaku yang kuat akan memengaruhi 

perilaku individu (Ajzen, 1991:181). 

Teori perilaku rencanaan merupakan 

teori perilaku individu untuk memprediksi 

perilaku secara lebih akurat. Hal ini 

dikarenakan teori tersebut dapat 

memprediksi perilaku yang spesifik dalam 

kondisi apapun. Teori tersebut berawal 

dari disiplin ilmu psikologi sosial yang 

memprediksi perilaku kepatuhan wajib 

pajak dipandang dari sisi psikologi. 

Ajzen (1991:188) mengungkapkan 

tiga determinan niat berperilaku, yaitu (1) 

sikap terhadap perilaku (attitude toward the 

behavior), (2) norma subjektif (subjective 

norm), dan  (3)  kontrol  perilaku  yang 



dipersepsikan  (perceived  behavioral  

control). 

 

Niat Menggunakan E-Filling 

Dillon (2001) mendefinisikan, 

penerimaan pengguna (user acceptance), 

sebagai keinginan yang ditunjukkan dalam 

suatu grup pengguna untuk menggunakan 

teknologi informasi. Adapun penerimaan 

teknologi didefinisikan sebagai keluasan 

sebaran dari suatu teknologi pada proses 

organisasional atau masyarakat dan menjadi 

bagian utuh dari tugas tugas yang 

berhubungan dengan proses tersebut 

(Cooper and Zmud 1990; Fichman and 

Kemerer 1997). 

Dalam penelitian ini, yang dimaksud 

dengan pengguna adalah wajib pajak (WP), 

dan yang dimaksud dengan teknologi 

informasi adalah e-filing. Sehingga dengan 

demikian pengertian penerimaan pengguna 

teknologi informasi oleh wajib pajak (WP) 

adalah keinginan atau niat yang ditunjukkan 

oleh wajib pajak untuk mengunakan e- 

filing,  serta  keluasan  penggunaan  e-filing  

yang  diserap  oleh  wajib  pajak  untuk  

melakukan suatu proses organisasional yang 

dalam hal ini adalah pelaporan pajak. 

 

 

 

Kompleksitas Administrasi Perpajakan 

Administrasi pajak adalah segala 

cara atau prosedur pengenaan dan 

pemungutan pajak (Mardiasmo, 2009:67). 

Menurut Milliron (1985), kompleksitas pada 

administrasi pajak terdiri dari dua aspek, 

yaitu kelengkapan instruksi dan kerumitan 

formulir pajak. Instruksi yang lengkap dan 

mudah dipahami dapat membantu wajib 

pajak untuk memahami tata cara pengisian 

formulir secara tepat, sehingga dapat 

meminimalkan kesalahan wajib pajak. 

Kerumitan formulir berkaitan dengan tingkat 

kesulitan wajib pajak  dalam  mengisi  

formulir  administrasi  pajak  yang  ada.  

Jika  formulir  yang digunakan dalam 

melaporkan kewajiban perpajakannya dirasa 

cukup sulit dan rumit oleh wajib pajak, 

maka wajib pajak akan lebih merasa malas 

dan enggan untuk mengisinya. 

Rumitnya administrasi perpajakan 

dapat menimbulkan kompleksitas bagi wajib 

pajak. Menurut Sari (2009), rumit dan 

kompleksnya administrasi pajak akan 

membuat wajib pajak sulit untuk memenuhi 

kewajiban perpajakannya sehingga perlu 

dilakukan penyederhanaan dalam 

administrasi perpajakan yang berlaku supaya 

lebih mudah untuk dipahami dan 

dilaksanakan. Namun menurut Forrest dan 

Sheffrin (2002), penyederhanaan 



administrasi perpajakan tidak cukup efektif 

untuk dapat meningkatkan kepatuhan wajib 

pajak. Hal ini membuktikan bahwa 

kompleksitas administrasi perpajakan 

berpengaruh terhadap kepatuhan wajib 

pajak. 

 

Pengetahuan Perpajakan 

Pengetahuan dalam arti luas sebagai 

alat pembelajaran. Grant dan Baden-Fuller 

(2004) berpendapat bahwa pengetahuan 

adalah salah satu alat untuk melakukan 

pembelajaran dan saling bertukar 

pengetahuan (knowledge sharing) dengan 

pihak lain. Pertukaran ini akan 

meningkatkan pemahaman dan keahlian 

individu pada suatu bidang yang 

ditekuninya. 

Tingkat pengetahuan memengaruhi 

perilaku seseorang. Spilker (1995) 

mengungkapkan bahwa pengetahuan yang 

tinggi akan sangat menunjang kualitas hasil 

kerja seseorang, di samping mampu 

mengatasi kerumitan pekerjaan yang 

dihadapi seseorang. Tubbs (1992) 

menambahkan jika individu memiliki 

pengetahuan yang memadai, maka individu 

dapat mendeteksi tentang apa dan 

bagaimana suatu aktivitas bisa terjadi. 

Pengetahuan  dalam bidang 

perpajakan merupakan alat  pembelajaran  

pajak bagi wajib pajak untuk melaksanakan 

peraturan perundang-undangan perpajakan 

yang berlaku. Rapina dan Carolina (2011) 

menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan 

adalah informasi  pajak.  Informasi  tersebut  

digunakan  wajib  pajak  sebagai  dasar  

untuk bertindak, seperti mengambil 

keputusan, dan menempuh arah atau strategi 

tertentu sehubungan dengan pelaksanaan 

hak dan kewajibannya di bidang perpajakan. 

 

Kepuasan 

Menurut Seddon dan Kiew (1994), 

kepuasan adalah keseluruhan evaluasi dari 

pengalaman individu dalam menggunakan 

sistem informasi dan dampak potensial dari 

sistem  informasi.  User  satisfaction  dapat  

dihubungkan  dengan  persepsi  manfaat 

(usefulness) dan sikap pengguna terhadap 

sistem informasi yang dipengaruhi oleh 

karakteristik personal. Kepuasan akan 

mempengaruhi niat untuk menggunakan 

sistem informasi dan penggunaan aktual. 

Menurut  Seddon  dan  Kiew  (1994),  

kepuasan  merupakan  perasaan  bersih  dari 

senang atau tidak senang dalam menerima 

sistem informasi dari keseluruhan manfaat 

yang diharapkan seseorang dimana perasaan 

tersebut dihasilkan dari interaksi dengan 

sistem informasi. Tiap pengguna sistem 

mempunyai seperangkat manfaat yang 



diharapkan atau aspirasi untuk sistem 

informasi. Hal tersebut dapat ditunjukkan 

dengan perluasan  dimana sistem  dapat  

memenuhi  atau gagal  memenuhi  aspirasi,  

pengguna mungkin lebih atau kurang puas. 

Dalam penelitian ini, variabel 

kepuasan digunakan untuk menguji apakah 

terdapat pengaruh kepuasan terhadap niat 

untuk menggunakan e-filling yang pada 

akhirnya akan meningkatkan kepatuhan 

wajib pajak. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini adalah penelitian 

ekplanatori yang dilakukan untuk 

menjelaskan fenomena   yang   terjadi.   

Menurut   Singarimbun   dan   Effendi   

(1995),   penelitian eksplanatori 

(explanatory research) merupakan 

penelitian penjelasan yang menyoroti 

hubungan kausal antara variable-variabel 

penelitian dan menguji hipotesis yang telah 

dirumuskan sebelumnya.   

Penelitian ini bersifat penjelasan dan 

bertujuan untuk menguji suatu teori atau 

hipotesis guna mengembangkan teori atau 

hipotesis hasil penelitian yang sudah ada. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan 

kuantitatif melalui metode survey tipe 

confirmatory research yang didasarkan pada 

pengambilan data melalui kuesioner 

(Hartono, 2008:45). 

 

Populasi dan Sampel 

Populasi  merupakan  gabungan  dari  

seluruh  elemen  yang  membentuk  suatu 

peristiwa, hal atau orang yang memiliki 

karakteristik yang sama dan menjadi pusat 

perhatian seorang peneliti karena itu 

dipandang sebagai sebuah semesta 

penelitian (Ferdinand, 2002:33). Sampel 

merupakan bagian dari jumlah atau 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi. 

Populasi penelitian ini adalah para akuntan 

di Kalimantan Timur yang merupakan wajib 

pajak orang pribadi. 

Unit  analisis  dalam  penelitian  ini  

adalah  wajib  pajak  yang  berprofesi  

sebagai akuntan yang terdaftar di IAI 

wilayah Kaltim. Profesi akuntan disini 

meliputi akuntan publik, akuntan 

manajemen (perusahaan), akuntan 

pemerintah dan akuntan pendidik. Peneliti 

memilih unit analisis tersebut karena 

akuntan dianggap lebih memahami 

mengenai perpajakan dan 

perkembangannya. Oleh karena itu, untuk 

dapat menjelaskan perilaku individu atas 

niat menggunakan e-filling dan kepatuhan 

wajib pajak dapat di wakili oleh akuntan.  



Metode sampling yang digunakan 

adalah purposive sampling. Purposive 

sampling merupakan prosedur sampling 

dengan memilih orang yang terseleksi 

berdasarkan ciri- ciri khusus yang dimiliki 

sampel tersebut yang terkait dengan ciri-ciri 

populasi (Ferdinand, 2002:22). Dalam 

metode sampling ini terdapat dua jenis 

teknik sampling, yaitu judgement dan quota 

sampling. Oleh karena itu, penelitian ini 

menggunakan judgement sampling, yaitu 

sampel yang dipilih berdasarkan penilaian 

peneliti bahwa responden adalah pihak yang 

paling baik untuk dijadikan sampel 

penelitian (Hartono, 

2008:68). Kriteria sampel yang peneliti 

rumuskan dalam penelitian ini adalah : 

1. Wajib pajak orang pribadi dengan 

profesi akuntan yang terdaftar di IAI 

wilayah Kaltim 

2. Wajib pajak orang pribadi yang telah 

memanfaatkan fasilitis e-filling pada 

tahun pajak 2015 yang lalu. 

3. Berprofesi sebagai akuntan, baik 

akuntan publik, akuntan manajemen 

(perusahaan), akuntan pemerintah dan 

akuntan pendidik 

4. Wajib  pajak  tersebut  bersedia  menjadi  

responden  dan  mengisi  kuesioner  

yang diberikan. 

 

 

 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil koefisien jalur kompleksitas 

administrasi pajak, pengetahuan perpajakan 

dan kepuasan terhadap niat menggunakan e-

filling dapat dilihat pada tabel 1. berikut. 

 

Tabel 1. Koefisien Jalur  
Variabel 

independen  

Variabel 

dependen 

Beta t p-

value 

X1 Z 0.652 3.264 0.002 

X2 0.654 3.605 0.001 

X3 0.181 1.207 0.234 

R2 = 0.240     n = 50 

 

Pengaruh kompleksitas administrasi 

pajak terhadap niat menggunakan e-

filling 

 

Berdasarkan Tabel 1. menunjukkan 

hasil analisis jalur dari pengaruh positif 

variabel kompleksitas administrasi pajak 

terhadap niat menggunakan e-filling 

ditunjukkan dengan nilai koefisien jalur 

sebesar 0.652 dan hasil ini menunjukkan 

signifikan dengan probabilitas sebesar 0.002 

(p< 0,05). Berdasarkan hasil tersebut maka 

dapat dikatakan kompleksitas administrasi 

pajak berpengaruh signifikan terhadap niat 

menggunakan e-filling. Semakin tinggi 

kompleksitas administrasi pajak maka 



semakin besar niat Wajib Pajak 

menggunakan e-filling. 

 

 

Pengaruh pengetahuan perpajakan 

terhadap niat menggunakan e-filling 

 

Hasil analisis jalur menunjukkan 

bahwa pengetahuan perpajakan terhadap niat 

menggunakan e-filling ditunjukkan dengan 

nilai koefisien jalur sebesar 0.654 dan 

probabilitas sebesar 0.001 (p< 0,05). Hal ini 

dapat dikatakan bahwa pengetahuan 

perpajakan berpengaruh signifikan terhadap 

niat menggunakan e-filling. Semakin tinggi 

pengetahuan perpajakan maka semakin 

besar niat Wajib Pajak menggunakan e-

filling. 

Pengaruh kepuasan terhadap niat 

menggunakan e-filling 

 

Hasil analisis jalur menunjukkan bahwa 

kepuasan Wajib Pajak terhadap niat 

menggunakan e-filling ditunjukkan dengan 

nilai koefisien jalur sebesar 1.207 dan 

probabilitas sebesar 0.234 (p>0,05). Hal ini 

dapat dikatakan bahwa kepuasan Wajib 

Pajak tidak berpengaruh terhadap niat 

menggunakan e-filling.  

 

Hasil koefisien jalur kompleksitas 

administrasi pajak, pengetahuan perpajakan 

dan kepuasan,  niat menggunakan e-filling 

terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada tabel 

2 berikut. 

 

 

 

Tabel 2. Koefisien Jalur 

 
Variabel 

independen  
Variabel 
dependen 

Beta t p-value 

X1 Y -0.146 -1.232 0.224 

X2 -0.896 -8.163 0.000 

X3 -0.148 -1.823 0.075 

Z 0.603 7.658 0.000 

R2 = 0.788    n = 50 

 

Pengaruh niat menggunakan e-filling 

terhadap kepatuhan Wajib Pajak 

 

Hasil tabel analisis jalur 

menunjukkan bahwa niat menggunakan e-

filling terhadap kepatuhan Wajib Pajak 

ditunjukkan dengan nilai koefisien jalur 

sebesar 0.603 dan probabilitas sebesar 0.000 

(p< 0,05). Hal ini dapat dikatakan bahwa 

niat menggunakan e-filling berpengaruh 

signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. 

Semakin tinggi niat Wajib Pajak 

menggunakan e-filling maka semakin besar 

kepatuhan Wajib Pajak. 

 

Pengaruh kompleksitas administrasi 

pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak 

melalui variabel intervening niat 

menggunakan e-filling 

 

Direct effect (DE) kompleksitas administrasi 

pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak 

ditunjukkan dengan nilai koefisien jalur 

sebesar -0.146 dan probabilitas sebesar 



0.224 (p>0,05). Hal ini dapat dikatakan 

bahwa kompleksitas administrasi pajak tidak 

berpengaruh langsung terhadap kepatuhan 

Wajib Pajak. Indirect effect (IE) 

kompleksitas administrasi pajak terhadap 

kepatuhan Wajib Pajak melalui variabel 

intervening niat menggunakan e-filling ( ρx1z 

× ρzy )  sebesar 0.652×0.603 = 0.393. 

Probabilitas hubungan variabel kompleksitas 

administrasi pajak terhadap niat 

menggunakan e-filling sebesar 0.002 (p < 

0.05). Probabilitas hubungan variabel niat 

menggunakan e-filling terhadap kepatuhan 

Wajib Pajak sebesar 0.000 (p < 0.05). Hal 

ini dapat dikatakan bahwa kompleksitas 

administrasi pajak berpengaruh secara tidak 

langsung terhadap kepatuhan Wajib Pajak 

melalui niat menggunakan e-filling. 

 

Pengaruh pengetahuan perpajakan 

terhadap kepatuhan Wajib Pajak melalui 

variabel intervening niat menggunakan e-

filling 

 

Direct effect (DE) pengetahuan perpajakan 

terhadap kepatuhan Wajib Pajak ditunjukkan 

dengan nilai koefisien jalur sebesar -0.896 

dan probabilitas sebesar 0.000 (p < 0,05). 

Hal ini dapat dikatakan bahwa pengetahuan 

perpajakan berpengaruh langsung terhadap 

kepatuhan Wajib Pajak. Indirect effect (IE) 

pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan 

Wajib Pajak melalui variabel intervening 

niat menggunakan e-filling ( ρx2z × ρzy )  

sebesar 0.654×0.603 = 0.394. Probabilitas 

hubungan variabel pengetahuan perpajakan 

terhadap niat menggunakan e-filling sebesar 

0.001 (p < 0.05). Probabilitas hubungan 

variabel niat menggunakan e-filling terhadap 

kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0.000 (p < 

0.05). Hal ini dapat dikatakan bahwa 

pengetahuan perpajakan juga berpengaruh 

secara tidak langsung terhadap kepatuhan 

Wajib Pajak melalui niat menggunakan e-

filling. 

 

Pengaruh kepuasan Wajib Pajak 

terhadap kepatuhan Wajib Pajak melalui 

variabel intervening niat menggunakan e-

filling 

 

Direct effect (DE) kepuasan Wajib Pajak 

terhadap kepatuhan Wajib Pajak ditunjukkan 

dengan nilai koefisien jalur sebesar -0.148 

dan probabilitas sebesar 0.075 (p > 0,05). 

Hal ini dapat dikatakan bahwa kepuasan 

Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap 

kepatuhan Wajib Pajak. Indirect effect (IE) 

kepuasan Wajib Pajak terhadap kepatuhan 

Wajib Pajak melalui variabel intervening 

niat menggunakan e-filling ( ρx3z × ρzy )  

sebesar 0.181×0.603 = 0.109. Probabilitas 

hubungan variabel kepuasan Wajib Pajak 

terhadap niat menggunakan e-filling sebesar 

0.234 (p > 0.05). Probabilitas hubungan 

variabel niat menggunakan e-filling terhadap 



kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0.000 (p < 

0.05). Hal ini dapat dikatakan bahwa 

kepuasan Wajib Pajak tidak berpengaruh 

terhadap kepatuhan Wajib Pajak melalui niat 

menggunakan e-filling baik secara langsung 

maupun tidak langsung. 

 

SIMPULAN 

 Perilaku wajib pajak dengan mediasi 

menggunakan e-filling memberikan 

pengaruh yang signifikan terhadap 

kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil 

yang diperoleh bahwa kompleksitas 

administrasi pajak, pengetahuan perpajakan 

dan kepuasan mempengaruhi kepatuhan 

wajib pajak dengan hasil 0.05 sedangkan 

dengan mediasi melalui e-filling untuk 

kompleksitas administrasi tidak berpengaruh 

langsung terhadap kepatuhan wajib pajak 

dengan hasil 0.224 dibawah nilai signifikan 

 Dengan demikian saran yang 

diajukan untuk penelitian ini adalah lebih 

meningkatkan pengetahuan administrasi 

perpajakan yang berkompeten dan 

professional melalui pelatihan atau seminar 

yang bisa diadakan dari KPP serta para 

akuntan swasta maunpun public lebih 

mempelajari administrasi perpajakan agar 

bisa memahami e-filling 
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